»

BUPATI BUTON
PROVINS] SULAWESI TENGGARA

PERATIUURAN RUPATI BUTON
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Memmbang

Mengmngat

KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTCN,

bahwa unmuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton, perlu menetapkan Permaturan Bupati  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah
Kabupaten Buton;

Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 29  Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah daerah Tingkat 1 di  Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Momor 22 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan  Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  ftentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatar
S:pil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan :

6.

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
Leberapa  kali diubah erakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang MNomor 232 Tahun 2014  tentang
Pemerintaharn Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1 14};

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Daecrah Kabupaten Buton Nemeor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
112);

Peratiiran Daersh Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaterr Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buten
Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BUTON.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupari ini, vang dimaksud dengsn:

AW -

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Buton.

Wakil Bupati adalah Wakil Rupati Buron.

Dcwan Perwakilan Rakyar Daerah, yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyal Dacruli Kabupaten

Buton.



10.

il
12;

13.

14.

15.

16.

A

18.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Badan Pengelola Keuangan dan  Aset Daerah, vang
selanjutnya discbut BPKAD adalah Badan FPengelola
Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Buton.

Kepala Badan Pengelola Kevangan dan Aset Daerah adalah
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Buton.

Sekretariat adalah Sekretariat BPKAD Kabupaten Buton.
Bckretaris Badan yang selanjutnya discbul Sckiclaris adalah
Sekretaris BPKAD Kabupaten Buton.,

Bidang adalah Bidang pada BPKAD Kabupaten Buton.
Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BPKAD
Kabupaten Buton.

Sub Begian adalah Sub Bagian pada BPKAD Kabupaten
Bulton.

Kepzla Su> Bagian adalah Kepala Sub Bagiar pada BPKAD
Kabupaten Buton.

Sub Bidang adalah Sub Bidang pada BPKAD Kabupaten
Buton.

Kepzla Sub Bidang adalah Kepala Sub DBidang pada DPKAD
Kabupaten Bulon.

Unit Pelaksana Teknis Badan, vang selanjutnya disebut UPT
Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelcla
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan weknis penunjany lertentu,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompck Jabatan
Fungsional di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Buton.

BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 2

BPKAD adalah unsur penunjang pelaksana urusan
pemerintahan bidang Keuangan, sub urusan Kcuangan dan

Aset Daerah yanz menjadi kewenangan daerah.



(21 BPKAD scbagaimara dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Badan vang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Rupati melalui Sekretaris

Daerah,

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI]

Pasal 3

(1) BPKAD adalah Badan Daerah Tipe B.
(2] BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Anggaran;
d. Bidang Akutansi dan Perbendaharaan;
e. Bidang Asst Daerah;
LIPT Badan: dan
g. Kelompok Jabatan Mungsional.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawailan; dan
h. Sub Bagian Ferencanaan dan Evaluasi.
(1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, terdiri aras:
a. Sub Bidang Penyusunan Anggararn;
b. Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pengesahan
Angparan; dan
c. Sub Ridang Pembiayaan.
(5) Bidang Akutansi dan DPerbendaharaan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf d, terdiri atas:
a. Sub Bidang Belanjg;
b. Sub Bidang Akutansi Umum; dan
c. Sub Bidarg Perhitungan dan Pelaporan.
(6) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e, terdiri atas;
a. Sub Bidang Pengadaan dan Inventarisasi;
b. Sub Bidang Penilaian, Pengamanan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah; dan

c. Sub Bidang Pemanfaalan dan Pemeliharaan.



(7) Struktur organisasi BPKAD tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Sekretanat sebagaimana dimaksud calam Pasal 3 ayat (2)
huruf b, dipimpin olsh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan melalui Sekretans.

(3) Sub Bagian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3],
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berada
dibawah dan bertanpggung jawab kepada Sekretans.

(4) Suly Bidang scbegaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4],
ayat (5], can ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang masing-masing.

BAB 1V
TUGAS DAN FUNGS3I

Bagian Kesatu

ITmiimn

Pasal 5

(1) BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan
daerah dibidang Pengelolaan Keunangan dan Aset Daeran.

(2) BPKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis secsual dengan
lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;



d. pembinaan  teknis  penyelenggaraan  fungsi-fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesua dengan

lingkup tugasnya;

c. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal b

(1) Kepzala  BRadan mempunyvai tugas  memimpin - dan

(2]

meclaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan

daerah dibidang Keuangan, Sub Urusan Keuangan dan Aset

Dacrah berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan

pelaksanaan kegiatan dibidang Keuangan dan Aset Daerah

serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah,

Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Kepala Badan dalam meleksanakan tugas secbagaimana

dimasud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.

2B

perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

penyiapan  penyusiman  rancangan  produk  hukum
dacrah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan
daerah dalam rangka sistematika pengelolaan keuangan
caerah;

pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah:
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan dan asct
daerah;

pelaksanaan pengelolaan aset Daerah;

. pelaksanaan sebagai Bendahara Umum Daerah;

penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan
kewenangannya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupal

terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Ketiga

sSekretariar

Pasal 7

(1) Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

(21

tugas Badan dalam rangka pelayanan administrasi umum

dan kesekretariatan dilingkungan Badan yang melipati

urusan perencenaan program, ketatalaksaraan, evaluasi

dan pelaporan, hukum, penatausahaan keuangan,

kepegawaian, umum dan perlengkapan, humas dan

protokel, serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Sckretaris Badan calam melaksanakan tugas scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan  pengkoordinasian  perumusan
perencanaan program dan evaluasi kegiatan Badan;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset daerah;

c. pelaksanaan  urusan administrasi kepegawaion,
ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan
pelatihan;

d. pelaksanaan urusan umum, surat menyurat dan arsip,
perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol; dan

c. pelakeanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bacan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pazal 8

Kepala Sub Bagian Umum, Kecuangan dan Kepegawaian

mempunyai tugas:

1.

mengumpulksn bahan pedoman petuinjuk feknis sesnai

dengan bidang tugasnya;

. melaksenakan urusan ketatalaksanazan, surat menyurat dan

kearsipan, kehumasan dan protokol;
mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan dan

produk hukum daerah dibidang keuangan daerah;

4. melakssnakan urusan pendidikan dan pelatihan;

5. mengkoordinasikan penyusunarn anpearan lingkup BPKAD,

melaksanakan  urusan  administrasi  keuangan  dan

perbendaharaan lingkup BPKAD; dan

. melaksanakan pengelolaan perlengkapan rumah tangga

lingkup BPKAD.



Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai

tugas:

5

3.

(1)

(2]

menviapkan bahan pedoman petunjuk tekms sesua bndang

tugasnya;

. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana

dan program lingkup BPFEAD;

melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan
RENSTRA, Rencana Kerja, RKA/DPA/DPPA lingkup BPKAD;
dan

melaksanakan pemantzuan dan pengendalian, evaluasi dan

pelaporan penyelesaian kegiatan lingkup BPKAD.

Ragian Keempat

Bidang Anggaran
Pasal 10

Kepala Bidang Anggaran mempunyal tugas melaksanakan

sebagian tugas Baden dalam  menylapkan dan

mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sesuai

hidang tugasnya, melaksanakan penyusunan APBD dan

perubahan APBD, dan pemjabaraanya serta penyusunan

nota kecuangan vyang aksn  disampaikan  pada  rapatl

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Buton.

Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyvelenggarakan

fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang
penyusunan dan perubahan APBD;

b. pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan
perubahan APBD:

¢c. penyiapan pedoman petunjuk teknis penyusunan dan
perubanan APBD;

d. pelaksenaan penyusunan penjabaran APBD dan
penjabaran perubahan APBD,;

e. pelaksanaan pengendalian, verifikasi dan evaluasi dan

pengesahan anggaran dan DPA;



f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
tugas bawahan; dan

g pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pembiayaan;

h. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  Kepala

Badan sesuai dengan mgas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Sub Bidang Penyusinan Anggaran mempunyai tugas:

1.

mengumpulkan dan memverifikasi bahan petunjuk tecknia

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. mengumpulkan bahan penyusuanan perubahan Anggarsn

Pendapatan dan Belanja Daerah;

. menvusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerzh dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daecirah, dan

. menyusun rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan penjabaran perubahan Anggaren

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pengesahan

Anggaran mempunyai tugas:

1.

mengumpuikan bahan petunjuk teknis sesuai bidang
tugasnya;

menganalisa data penyusunan kebijakan teknis
pengendalian Anggaran;

mengevaluasi  serta  mengkoordinasikan — pengesahesn
anggaran dan DPA; dan

menyiapkan SPT.

Pasal 13

Kepala Sub Bidang Pembiayasn mempunyai [ugas:

1.

mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai

bidang tugasnya; dan

2. menganalisa data peayusunan kebijakan teknis pembiayvaan



Bagian Kelima

Bidang Akxutansi dan Perbendaharaan

Hasal 14

(1} Kepala Ridang Akutansi dan Perbendaharaan mempunyai

(2]

tugas mclaksanakan scbagian tugas Badan dalam
menyelengoarakan kebijakan Axutansi dan Perbendaharaan
Pemerintah Daerah, vang terdiri dari :

a. meryiapkan pedoman petunjuk teknis sesual dengan
bidang tugasnya;

b. mengendalikan Surat Perintah Membayar (SPM|;
¢. menerbitkan SP2D khusus belanja pegawai;
d. menyiapkan SP2D untuk belanja langsunyg (Modal),

e. menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian
Pembayaran (SKPP), serta mengadakan pembinaan
terhadap bendaharswan yang  berkaitan dengan
penyelenggaraan akuntansi dan perbendabaraan,

f. melaksanakan pengelolaan belanja langsung dan tidak
langsung,

g. mengadmnistrasikan dan mencatat penerimaan dan
pengeluaran keuangan daerah;

h. menvusun buku jurnal, buku besar, dan buku besar
pembantu; dan

i. menyusun laporan keuangan triwulan semesteran dan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Kepala Bidang Akutansi dan Perbendaharaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dinaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan akuntansi
dan perbendaharaar sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku,

L. penyelenggaraan  akuntansi dan  Perbendaharaan
Pemerintah Daerah;

c. penyiapan pedoman petunjuk teknis yang berkaitan
dengan akuntansi dan perbendaharaan;

d. penoacministrasian dan pencatatan penecrimaan dan
pengeluaran keuangan daerah;

€. penyvusunan buku jurnal, buku besar, dan buku besar
pembantyu;

f. penyusunan laporan keuangan semesteran;



g. penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD akhir
Tahun Anggaran;

h. pengelolaan  belanja  langsung dan helanja  tidak
langsung;

1. penerbitan 372D Khusus belanja pegawai,

j. penyiapan konsep SP2D wuntuk belanja barang

jasa/modal;
k. pengendahan Surat Perintah Membayar (SFM),
l. penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pemnbayaran (SEPF);

m. pelaksanaan monitoring dan pembinaan yang berkaitan
dengan akuntansi dan perbendaharaan;

n. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepzla

Badan sesuia dengan nigas pnknk dan fiingsinya.

Pasal 15

Kepala Sub Bidang Belanja mempunysi tugas :

1.

3.

mengumpulkan  bahan  petunjuk  teknis sesuai  bidang
tugasnyva,
meneliti permintaan pembayaran (SPM-UP, TU, GU dan LS)

beserta kelengkapannya;

mengendalikan SPM-UP, TU, GU dan L3; dan

. memproses penerbitan SPZ2D belanja  pegawai  dan

menyiapkan SP2D belanja barang jasa/ modal.

Pasal 16

Kepala Suk Bidang Akutansi Umum mempunysl tugas:

I.

mengumpulkan  bahan petunjuk teknis sesual  bidang
tugasnya,

. melaksanakan pencatatan pembukuan penerimaan dan

pengeluaran; dan
membuat buku jurnal, buku besar, dan hukn hesar
pembantu.

Pasal 1

Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan mempunyai

tupas:

15

mengumpulkan bahan petunjuk tcknis sesuai bidang

tugasnya;



2. menyusun laporan keuangan semesteran;

3. menyusun laporan pertanggungjawaban akhir tahun

anggaran; dan

1. melaksanekan pembinaan terhadap bendahara dalam

penyelenggaraan akuntansi.

Bagian Keenam

Bidang Asel Daerah

Pascal 18

(1) Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Badan dalam pengelolaan sistem manajemen

Rarang/Aset Daerah, mengkoordinir pengelolaan barang

milik daerah yvang ada pada masing-masing Satuan Kcorja

Perangkat Daerah [SKFD) yang meliputi :

d.

b.

C.

menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran:
melaksanzkan pengadaar:;

mengkoordinasikan penggunaan barang;

d. melsksanskan penatausahsan, pendataan dan

T @R o™

——

¥

k.

invenlarisasi,

pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian;

penghapusan dan pemindahtanganan;
pemberian kodefikas: barang;
verifikasi dan klasifikasi; dan

pelaporan barang milik daerah.

(2) Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

el

pengkuordinasian perumusan kebijakan tcknis
pengelclaan barang/aset daerah;

penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kantor
pemerintah;

pelaksanaan penyiusunan rencana kebutuhan barang
dacrah dan pemeliharon untuk 1 (satu] Tahun Anggaran
setiap tahun berjalan;

pengkoordinasian tata cara inventarisasi barang milik

daerah dengan SKPD terkait;



¢. pelaksanaan  perngadaan  barang  peralatan dan

perlengkapan rumah tangga kantor;

f. pelaksanaan penatausahaan yang melipot pembukuaan,

inventarisasi, pclaporean dan penggolongan barang milik

daerah;

g pelaksanaan penyiapan dan penyaluran hasil pengadaan

barang kepada seluruh SKPD sesuai usulan kebutuhan

vang disampaikan oleh masing-masing SKPD:;

h. penyediaan kelengkapan administrasi status penggunsan

burang rnilik dacrat;

pelaksanaan pengurusan terhadap kelengkapan sural-
surat kelengkapan kendaraan dinas yang dinyatakan
hilang seperti STNK, dan BPKB serta sertifikat tanah-
tanah milik pemerintah daerah kabupaten buton;
pclaksanaan  pengklasifikasian  dan  pemanfaatan/
penggunaan Bsrang Milik Pemerintah Daerah serta

penyediaan dokumen perjanjian kerja sama pemanlfaatan;

k. penyusunan kebijakan teknis pengamanan barang milik

Pemerintah Daerah;

pelaksanaan penyusunan lapoeran mutasi barang;

m. pelassanaan penjagaan keasmanan barang/asct sccara

fistk dan pengamanan secara administrasi dan

legalitasnya;

n. pembinaan dan pelatihan bagi PNS pengurus barang yang

herada  dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD);

0. penandatangan surat / naskah dinas sesuai dengan lugas

dan kewenangannya;

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan clek Kepala Badan

sesual dengan tugas pokok dan fungsinva.

Pasal 19

Kepala Sub Bidang Pengadaan can Inventarisasi mempunyai
tugas:

L.

mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai  bidang
tugasnya,

melaksanakan pendataan barang milik daerah baik yang
bergerak maupun tidak bergeralk;

menginventarigasi barang daerah;



4. melaksanakan kodefikasi barang daerah; dan

5. membuat pelaporan perkembangan barang dacsrah.

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Penilaian, Pengameanan dan Penghapusan

Barang Milik Daerah mempunyai tagas:

1. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang
tugasnya;

2. mengklasifikasikan barang/aset daersh;

3. melaksanakan analisis perhitungan nilai barang/aset
daeral,

4. menyiapkan pembukuan barang;

5. meneliti dckumen dan kelengkapan kepemilikan barang;

6. menyiapkan rancangan penghapusan barang;

7. melaksanakan penghapusan harang; dan

8. menyusun laporan keadaan barang daerah.

FPasal 21

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan mempunyai

tugas:

1. menylapkan bahan pedoman dan petunjuk texnis sesuai
bidang tugasnyva,

2. menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan dan penilaian

barang;
3. menpgkcordinasikan pelaksanaan pemanfaatan,
prrighaousa, penjualan/pelelangan barang  dacrah,

verifikasi dan klasihkasi oarang, perhitungan nilai
barang; alat dan pembukuan barang;

4. mengevaluasi kelayakan barang, pelaksanaan dan pelaporan
mutasi harang;

5. menyusun Naskah Perjanjian pemanfaatan barang milik
daecrah;

6. menyusun kebijakan pemanfaatan barang milik daerah;

7. melaksanakan penghapusan barang yang sudah tidak layak
pakai.



BAB V
TATA KERJA

Pasal 22

Sctiap unsur di lingkungan BPKAD dalam melaksanakan tugas
dan furngsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi haik dalam hngkungan BPKAD sendiri, maupun
dalam hubungan antar BPKAD dengan perangcat daerah

dan;/atau lembaga lain yang terkair,

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan unit  organisasi  bertanggungjawab
memimpin dan  mengcordinasikan bawahan  dan
wemberikan pengarabhan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tagas sesuai dengan uralan tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh
tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 24

Dalam melaksanakan fugas, sctiap pimpinan unil organisasi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi dibawahnya.

Fasal 25

Atas dasar pertimbangan daya puna dan hasil guna, setiap
pcjabat  di  lingkungan BPKAD dapat mendelegasikan
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI

ESELON, PENGANGEKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26

(1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon ITh atau

{2

(3)

(4)

(=)

(1)

(2)

(1)

(2)

jabatan pimpinan tinggi pratama.

Bekretaris Badan merupakan jabatan strukiural eselon lla
atau jabatan administrator.

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural esclon IITb
atau jabatan administrator.

Kepala Snb Ragian dan Kepala Sub Bidang merupakan
jabatan struktural csclon [Va atau jabatan pcngawas.

Kepala UFT Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb

atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 27

Kepala Badan, Sekreteris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagan, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT Badan, dan Pejabat
Fungsionsl diangkat dan diberhentilkan ocleh Bupati.

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan

prerundang-undangarn,

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya vang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi dilingkungan BPKAD dibebankan pada Anggaran
Pendapatsn dan Relanja Daerah.

Sclain biaya yang bersumber dari Anggeran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud delam ayat (1),
BPKAD dapat diberiken bantuan pembiayaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
KETENTUN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesual dengan  peraluran perundang-undsangdan yang

berlalku.

Pasal 30

(1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan sesuai
dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan
peraturan perundang undangan.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan
scbagaimena dimaksud pada ayat (1) diatar dengan

Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Dilingkungan BPKAD dapat dibentuk Kelompok .Jabatan
Fungsicnal  sesuai kebutuhan — berdasarkan — peraturan

perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan rugas pokok dan fungsi schagaimana diatur dalam

Peraturan Bupat ini dilaksanakan mulai Tahun 2017,

Pasal 33

(1} Pada saal Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Badan
yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
tentang pembentukan UPT Badan yang baru.

(2) Pembentukan UPT Badan sebagaimana dimakasud pada
ayal (1) dilakukan paling lama 6 (enam] bulan seiak
diundangzannya Peraturan Bupati ini.



BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

1. Peraluran Bupati Buton Nomor 51 Tahun 2013 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton;

2, Peraturan Bupati Buton Nomor 62 Tahun 2013 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor
Pengelola Aset Daerah Kabupaten Buton.N

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlalku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

//[_ _

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




BAB X
FENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

3. Pcraturan DBupati DButon Nomor 51 Tahun 2013 tcentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton;

4, Peraturan Bupati Buton Nomor 62 Tahun 2013 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor
Pengelola Aset Daerah Kabupaten Buton.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap grang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal |% pl<TORE~ 2016

PARAF
_ BUPATI BUTON,
Ags 2
: L
Te: SEU . Cap/TTD
i
o - Ogeq | SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo

Pada langgal 14 ©
Plt. SEKRETARIS D

€Y~ 2016
RAH KABUPATEN BUTON,

KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV /c
Nip. 19580101 198903 1 U12

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ...129
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